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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BLITAR

[bookmark: _Toc464653572]3.1. 	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat
dimasa datang.  Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan,
sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.  Karakteristik
suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,
mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat
kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan di masa yang
akan datang.  Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi
eksternal maupun internal.  Sisi eksternal terkait dengan dinamika
Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar
organisasi.  Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di
dalam organiasasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi
permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.  Sesuai dengan klasifikasi urusan pemerintahan bahwa ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 11 dan Pasal 12).  Urusan tersebut adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan bersama.

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sebagai salah satu perangkat daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam rangka menciptakan dan memelihara tatanan masyarakat yang tertib, tentram, teratur dan berkelanjutan dengan berbagai upaya penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.  Pelaksanaan fungsi dan wewenang Satpol PP dan Damkar senantiasa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi wilayah dengan ragam sumber daya alam dan sumber daya masyarakatnya. Adanya konflik horizontal, kemungkinan pelanggaran Perda dan penyimpangan dengan berbagai modus, menuntut Satpol PP dan Damkar dengan segala sumber daya yang ada makin cerdas dan santun dalam mengelola konflik serta menyelesaikan berbagai tantangan, hambatan dan rintangan yang muncul.  Kewenangan Satpol PP dan Damkar sesuai peraturan, antara lain :
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. melakukan tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
e. Melakukan tugas Perbantuan pemadaman kebakaran dan non kebakatan serta penyelamatan.
f. Melakukan pengembangan dan peningkatan teknis ketrampilan maupun manajemen mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar wajib menjungjung tinggi norma hukum, norma agama, HAM dan norma sosial lainnya yang berkembang di masyarakat serta mentaati standart operasional (SOP) Satpol PP dan Damkar sehingga dalam pelaksanaan tupoksinya selalau mengedepankan tindakan humanisme, persuasive, edukatif serta menghindari dari konflik dan kekerasan. Namun demikian, tetap saja ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan yang mengakibatkan kurang maksimalnya pencapaian pelayanan yang ditargetkan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar menghadapi beberapa permasalahan sebagaimana table di bawah ini.
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satpol PP dan Damkar
	No.
	Masalah Pokok
	Rumusan Masalah
	Akar Masalah

	1.
	Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Partisipasi
masyarakat dan
anggota Linmas
belum maksimal

	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk turut  mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

	
	
	
	Kurangnya kuantitas 
dan kemampuan
anggota Linmas

	
	
	Adanya usaha
ekonomi yang
berpotensi
mengganggu
ketentraman dan
ketertiban umum
	Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk
mentaati aturan


	2.
	Adanya pelanggaran
Perda dan Perkada
	Implementasi
penegakan Perda dan Perkada
belum optimal
	Kurangnya kuantitas 
dan kualitas
anggota Sat Pol PP

	
	
	
	Kurangnya dukungan
operasional
penegakan Perda dan Perkada

	
	
	
	Kurangnya koordinasi (internal, eksternal) dalam penegakan Perda dan Perkada

	
	Pengamanan Tingkat Tanggap kejadian Masyarakat 
	Kinerja Pemadam dan Penyelamatan yang belum optimal
	Kurangnya SDM terlatih, Sarana dan Prasarana serta Fasilitas penunjang operasional kinerja

	
	
	
	




Kebutuhan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Blitar dari perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja bahwa Kabupaten Blitar termasuk Kabupaten Tipe B dengan jumlah Pol PP yang dibutuhkan sebanyak 251 s.d 350 ASN. Hal ini sangat jauh dari keadaan saat ini yang hanya memiliki 91 personil.  Jumlah tersebut termasuk anggota THL (Pol PP dan Damkar).  Oleh sebab itu harus menjadi perhatian pemerintah dalam menyikapi dan menindaklanjuti pemenuhan kebutuhan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar di Kabupaten Blitar.

[bookmark: _Toc464653574]3.2. 	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi pembangunan daerah Kabupaten Blitar 2021-2026 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun kedepan sesuai amanat yang diemban. 
Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2021-2026 sesuai janji politiknya yang selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2021-2026 adalah 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA, BALDATUN TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR”
Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan
dalam usaha mewujudkan Visi.  Misi juga akan memberikan arah
sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.  Oleh karena itu,
untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.
3. Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dibentuk Satpol PP melalui Perda.  
Guna mendukung visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama masa pemerintahannya, maka dibentuk Satpol PP.  Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.  Selanjutnya Perda tersebut diubah lagi (dicabut) melalui Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mana dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa untuk Kabupaten Blitar dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.  Mengenai Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satpol PP Kabupaten Blitar ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomr 66 Tahun 2016 dan pada tahun 2022 terdap[at perubahan SOTK baru yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar.  Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi SATPOL PP dan DAMKAR adalah misi kesatu dan keempat.
Berikut ini diuraikan identifikasi faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar.







Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP dan Damkar Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar

	Visi  : Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berdasarkan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur

	No.
	Misi
	Program Bupati dan Wakil Bupati
	Faktor Pendorong
	Faktor Penghambat

	1.
	Misi 1 :
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan taqwa dengan kearifan lokal sosial budaya
	a. Peningkatan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
b. Koordinasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
c. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
	· Adanya dasar hukum yg jelas
· Komitmen dari anggota Pol PP dan Satlinmas
	· Kurangnya kuantitas dan kualitas anggota Pol PP
· Fungsi PPNS belum optimal
· Kurangnya kesadaran masyarakat thd peraturan
· Kurangnya dukungan dlm penegakan Perda
· Konflik internal organisasi
· Terbatasnya sarprasoperasonal Satpol PP
· Kurangnya kuantitas dan kualitas anggota Linmas
· Status anggota Linmas
· Terbatasnya anggaran Linmas

	2.
	Misi 4 :
Percepatan dan pemerataan pembangunan yg adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dg mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan
	a. Penanggulangan bencana
b. Pencegahan, penanggulangan,  penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
	· Adanya dasar hukum yg jelas
· Komitmen anggota Damkar
	· Status anggota Damkar
· Terbatasnya anggaran operasinal Damkar
· Terbatasnya sarpras Damkar
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3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri
Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada dibawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri (tahun 2020-2024) pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ada 2 (dua) tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP di daerah,  yaitu :
Tabel 3.3
Keterkaitan Tujuan/Sasaran Renstra Kemendagri Terhadap Tugas dan Fungsi Satpol PP di Daerah
	No.
	Tujuan
	Sasaran 
	Indikator

	1
	2
	3
	4

	1) 
	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas

	2) 
	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri
	Presentase pemenuhan pengembangan kompeternsi SDM aparatur

	
	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif
	Presentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM

	
	
	
	Presentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi



Sedangkan program dan kegiatan terkait yang melibatkan dukungan Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana pada Tabel 3.4 di bawah ini.






Tabel 3.4
Keterkaitan Program/Kegiatan Renstra Kemendagri Terhadap Tugas dan Fungsi Satpol PP di Daerah
	No.
	Program/Kegiatan
	Sasaran 
	Indikator

	1
	2
	3
	4

	1) 
	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
	
	

	
	Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar
	Presentase daerah dg mnj SDM Satpol PP dg kategori baik

	
	
	
	Presentase daerah yg memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP

	
	
	
	Presentase daerah yg memenuhi rasio PPNS di Satpol PP

	
	
	
	Presentase daerah yg memenuhi standarisasi sarpras Satpol PP

	
	
	
	Presentase daerah yg Satpol PP-nya tlh menegakkan Perda scr efektif

	
	
	
	Presentase daerah yg berkinerja baik dlm menyelenggarakan tibum dan ketentraman

	
	
	
	Presentase daerah yg tlh menyelenggarakan Linmas scr optimal

	
	
	
	Jumlah daerah yg menerapkan SPM sub Bidang Trantibum

	
	
	
	Jumlah NSPK di Bidang Pol PP dan Linmas

	
	
	
	Jumlah daerah yg menerima sarpras Trantibum

	
	Fasilitasi Pencegahan Penangggulangan Bencana dan Kebakaran
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan mnj penanggulangan bencana scr terintegrasi
	Jumlah daerah yg mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yg melapor SPM bidang Trantibumlinmas


	
	
	
	Jumlah daerah yg menerima bantuan sarpras dlm rangka mitigasi bencana dan kebakaran

	
	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan mnj penanggulangan kebakaran sesuai standar
	Jumlah daerah yg menerapkan SPM sub bidang Kebakaran

	
	
	
	Presentase daerah yg memiliki aparatur damkar dan penyelematan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi

	
	
	
	Presentase daerah yg memenuhi standarisasi sarpras damkar dan penyelamatan 

	
	
	
	Presentase daerah yg menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemeberdayaan masyarakat) sesuai standar

	
	
	
	Jumlah NSPK di bidang kebakaran

	
	
	
	Layanan damkar sesuai standar di daerah



Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP Kabupaten Blitar Terhadap Sasaran Renstra Kemendagri
	No.
	Sasaran Renstra Kemendagri
	Faktor Pendorong
	Faktor Penghambat

	1
	2
	3
	4

	1.
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar
	· Adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas
· Adanya kebersamaan dlm satu komando melaksanakan penegakan Perda dan menjaga Trantibum
· Adanya komitmen Satpol PP dan keterlibatan Satlinmas dlm melaksanakan tugas 
	· Kurangnya kuantitas dan kualitas anggota Satpol PP
· Koordinasi dan kerjasama dlm penegakan Perda
· Terbatasnya jumlah dan kualitas sarpras pendukung tugas
· Keterbatasan anggaran
· Jaminan keselamatan anggota (Pol PP, Damkar, Linmas) dlm melaksanakan tugas

	2.
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan mnj penanggulangan bencana scr terintegrasi
	· 
	· 

	3.
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran sesuai standar
	· 
	· 



Jumlah daerah yang mendapat dukungan berdasarkan Renstra tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang kapasitas kelembagaan Satpol PP dan Damkar belum sesuai perundangan atau SPM yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diantara standar yang digunakan antara lain :
1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan
a. 	pengumpulan data;
b. 	penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c. 	penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d.	pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
2.	Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:
a. 	standar operasional prosedur Satpol PP;
b. 	standar sarana prasarana Satpol PP;
c. 	standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
d.	standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibumakibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
3.	Cara perhitungan indikator Capaian Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
a.	Rumus Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban
Umum =

Jumlah warga negara yang melaporkan penegakan
hukum perda dan perkada di Kabupaten/Kota yang
diselesaikan tahun n
__________________________________________________________  x 100%
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan
akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di
Kabupaten/Kota tahun n

b. Satuan indikator : Persentase (%)
c. Contoh perhitungan
Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau pantauan dari
satuan polisi pamong praja di Kabupaten/Kota pada Tahun X terdapat100 (seratus) mengenai perda dan/atau peraturan kepaladaerah, namun atas pelaporan masyarakat tersebut, baru
dapat diselesaikan sebanyak 50 kasus maka efektivitas dari
pelaksanaan layanan akibat dari penegakan hukum perda
dan perkada pada Tahun X dapat dilihat sebagai berikut :
50              
                  x  100 %     =  50 %
100
Artinya:
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam layanan akibat daripenegakan hukum perda dan perkada pada Tahun X baru mencapai 50%, sedangkan target pencapaian SPM adalah 100% pada tahun 2020.
Maka kesenjangan sebesar : 100 % - 50% = 50%.
4. Sumber Data
a. 	Laporan masyarakat kepada satuan kerja satuan Polisi Pamong Praja (langsung atau tidak langsung).
b. 	Pantauan anggota satuan Polisi Pamong Praja
c. 	Satuan kerja perangkat daerah lainnya.
5. 	Rujukan
a.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
b.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja.
6. 	Target
Realisasi target pelaksanaan layanan akibat dari penegakan
hukum perda dan perkada adalah 100% tiap tahun.
7. Sumber Daya Manusia
a. 	Aparat Satuan Polisi Pamong Praja
b.	Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS); dan
c. 	Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum.
8. 	Penanggung jawab kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja.
Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, bahwa :
a. Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja
mencakup :
a) 	Penegakan Peraturan Daerah;
b) 	Patroli 3X sehari;
c)	Adanya 1 Anggota Linmas untuk 1 (satu) RT atau sebutan lainnya.
b.	Standar Pelayanan Minimal Pemadam Kebakaran mencakup:
a) 	Pelayanan Bencana Kebakaran;
b) 	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate);
c) 	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi;
d) Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK'

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur
Dalam melaksanakn tugas dan fungsinya, Satpol PP Provinsi Jawa Timur tetap memeperhatikan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat di wilayah Jawa Timur.  Sejumlah isu prioritas yang mendapat perhatian untuk saat ini dan tahun-tahun berikutnya terkait dengan tantangan dan masalah pekerjaan yang ditangani Satpol PP adalah :
· Merebaknya aksi amuk massa dan ancaman provokasi;
· Situasi dan kondisi sosial politik yang rentan memicu konflik horizontal dan konflik antar kelas;
· Image Satpol PP yang trekadang negative;
· Control sisial yng masih longgar, solidaritas yang makin memudar, gaya hidup yang makin permisif, kenakalan remaja dan ancaman tindak kejahatan yang makin meresahkan public;
· Hadirnya investasi baru atau daerah industry baru yang mampu menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menimbulkan ketimpangan social yang berujung pada kecemburuan social;
· Kecemburuan social akibat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang dapat menimbulkan knflik social di lingkungan industry baru, perlu segera diantisipasi dengan program kesalehan social atau program pagar masyarakat.
Sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi Jawa Timur adalah meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa timur.  Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Blitar.  Dalam mencapai sasaran tersebut, Satpol PP Provinsi Jawa Timur telah menetapkan tujuan strategis sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP 
Provinsi Jawa Timur.
	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Menyelenggarakan Trantibum
	Meningkatnya kualitas trantibum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur
	Presentase penanganan kasus pelanggaran trantibum yg diselesaikan 

	2. 
	Melaksanakan Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya
	
	Presentase penegakan pelanggaran Perda Prov. Jatim

	3. 
	Meningkatkan Potensi dan Peran Satlinmas
	
	Persentase anggota Satlinmas dan masyarakat yg terlatih dlm pelaksanaan tugas Pam swakarsa, penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran

	4. 
	Meningkatkan SDA Satpol PP profesional
	
	Presentase SDA Satpol PP professional dan kompeten



Berdasarkan sasaran tersebut, maka faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar Terhadap Sasaran Satpol PP Provinsi Jawa Timur
	No.
	Sasaran Renstra 
Prov. Jawa Timur
	Faktor Pendorong
	Faktor Penghambat

	1
	2
	3
	4

	1.
	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa timur
	· Partisipasi
masyarakat dan
anggota Linmas
dalam menjaga
ketentraman dan
ketertiban umum
· Adanya komitmen Satpol PP dlm melaksanakan tugas
	· Kurangnya kuantitas dan kualitas anggota Satpol PP dan Linmas
· Adanya kegiatan
yang mengganggu
ketentraman dan
keteriban umum
· Kurangnya kesadaran masyarakat utk mematuhi peraturan
· Terbatasnya jumlah dan kualitas sarpras pendukung tugas







[bookmark: _Toc464653576]3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3.4.1 	Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Blitar adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW Kabupaten Blitar ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031.  Sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat bahwa pelaksanaan tertib tata ruang teridi dari :
a) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tataruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atauPerkada;
b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teraturdan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkaitterhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
c) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaraan Perda dan/atau Perkada.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Blitar. Sedangan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Secara prinsip pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar mencakup seluruh wilayah Kabupaten Blitar secara merata untuk menjamin kondusitif seluruh wilayah Kabupeten Blitar. Penegakan Perda RTRW oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar menjadi prioritas untuk menjamin terlaksananya Rencana Detail Tata Ruang Kota ( RDTRK).




Tabel 3.8
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelayanan Satpol PP dan Damkar Ditinjau Dari Implikasi RTRW
	No.
	Telaahan RTRW Terkait Tupoksi Satpol PP dan Damkar
	Faktor Pendorong
	Faktor Penghambat

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda Nomor 05 Tahun Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031
	Komitmen anggota
Sat Pol PP dalam
pelaksanaan
Penegakan Perda dan Perkada

	· Kurangnya
pemahaman
masyarakat tentang
Perda RTRW
· Kurangnya koordinasi dan dukungan dlm penegakan Perda/Perkada



3.4.2	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

[bookmark: _Toc464653577]3.5.  	Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat sehingga perlu diatasi secara bertahap.
Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum, akan sangat banyak tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar.  Meski demikian ada sejumlah isu-isu strategis tahun 2021-2026 yang perlu memperoleh perhatian baik di waktu saat ini dan di tahun-tahun yang akan datang, diantaranya adalah : 
1) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Isu strategis yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :
· Agar masyarakat tidak mudah terprovokasi (rentan) oleh  kepentingan antar kelompok dan golongan tertentu yang seringkali melibatkan massa dalam jumlah cukup besar sehingga dapat timbul aksi main hakim sendiri (anarkis).  Misalnya adanya kebijakan in-konsisten dan realitas sosial politik bahkan ulah politisi yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan mengusik rasa keadilan sehingga muncul gerakan perlawanan masyarakat;
· Terbatasnya kuantitas dan kualitas personil Satpol PP dan Damkar, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar belum optimal.  Sesuai  ketentuan, seharusnya angota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar berjumlah 250-350 personil;
· Keterlibatan masyarakat (pengorganisasian dan pemberdayaan) dalam penyelenggaraan trantibum dan linmas;
· Terbatasnya sarana prasarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
· Memudarnya kontrol sosial dan politik, rasa solidaritas yang kian menurun, gejolak perekonomian masyarakat, gaya hidup yang premisif sehingga melahirkan perilaku masyarakat yang bersinggungan (konflik) dengan keinginan menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
· [bookmark: _GoBack]Memperbaiki persepsi dan image masyarakat terhadap Satpol PP dan Damkar yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol-PP dan Damkar untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman;
· Kebijakan yang berhubungan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta melibatkan perangkat daerah lain perlu dibuat secara komprehensif (tidak parsial) sehingga dapat berjalan sinergis dan tuntas;
· Adanya alokasi anggaran operasional yang cukup, terutama yang melibatkan organisasi lain (gabungan);
· Kondisi gedung Satpol PP dan Damkar yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung tugas dan fungsinya.
2) Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Peraturan pelaksanaannya
· Peluang terjadinya kasus pelanggaran Perda sebagian masyarakat yang berupaya menyiasati dan mencari celah hukum-hukum yang dapat dilanggar;
· Transisi pengalihan kewenangan dari kab/kota ke provinsi, seperti sektor ekologis (kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya mineral);
· Dukungan terhadap petugas dalam penegakan perda perlu ditingkatkan (mengoptimalkan peran dan fungsi PPNS);
· Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan Aparat
Penegak Hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) dan TNI serta Dinas/Instansi terkait dalam menegakkan supremasi hukum (law enforcement).

3) Meningkatnya tanggap kejadian kebakaran.
· Hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi angota Satpol-PP dan Damkar yang dinilai masih belum sebanding dengan resiko kerja atau intensitas tugas yang harus dilakukan.
· Optimalisasi Pelayanan Bencana Kebakaran;
· Adanya kerancuan tugas dan wewenang dengan OPD lain sehingga terkadang dalam melaksanakan kegiatan seolah-olah berjalan sendiri-sendiri padahal kelompok dan indikator sasarannya sama. Misalnya dalam melaksanakan penertiban PNS, Satpol PP dan Damkar, Inspektorat, BKD melaksanakan operasi sendiri-sendiri


III-50


